| PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

T‘NOMOR I".TAHUN,ZOOO

SR PR
ﬁ_;ﬂ; TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN pI DESA / KELURAHAN ”'“_

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

= BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dalam rangka menlngkatkan pemberdayaan dan .

men1ngkatkan peran serta masyarakat .dalam pe--
merlntahan, pembangunan dan kemasyarakatan -serta

“berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor
~. 64! Tahun 1999 tentang Pedoman = Umum Pengaturan
: Mengena1 Desa “maka perlu mengatur pembentukan
"Lembaga Kemasyarakatan di Desa / KXelurahan; -

“/bahwa untuk ‘maksud tersebut perlﬁ diafur-”dan

: d1tetapkan dengan Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 13 Tahun : 1950 ‘;téﬂfahg
Pembentukan . Daerah- daerah Kabupaten dalam

,Llngkungan Prop1ns1 Jawa Tengah,

Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 v_tentang

‘Pemerintahan Daerah {(Lembaran._ Negara Republik

- Indonesia - Tahun 1999 . Nomor .60, . Tambahan

. : Menimbang A 3 fﬂ.‘;»
&

) ‘ ‘.b.

 Mengingat = : 1.

3.

”Lembaran Negara Repub11k Indone81a Nomor 3839),

i
Keputusan, Menteri Dalam Negerl Nomor 63 Tahun
1999A¢j_tentang . PetunJuk . Pelaksanaan - dan-
Penyesuaian ‘Peristilahan- dalam. Penyelenggaraan

ivPemer1ntahan Desa dan Kelurahan,

4. Keputusan Menter1 Dalam Neger1 meor7 64'vTahun
.-1999 : tentang - ‘Pedoman Umum Pengaturan  Mengenai
"Desa,‘; o ',‘..?.__.' T

”Keputusan Menteri ﬁaiam”Negéfx Nomor 65 Tahun

1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan‘ Mengenai

"Pembentukan Kelurahan.v,

'! Dengan persetuJuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH KABUPATEN KARANGANYARV

E.3tﬁMEMUTUSKANv;‘

‘Menetapkan : : PERATURAN | DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR . TENTANG

PEMBENTUKAN "LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELU-
RAHAN \ St




e KETENTUAN UMUM ifffﬁ3f*7

. 5§Daerah adalah Kabupaten Karanganyar,,f
nBupatl ‘adalah Bupati Karanganyar, .

7 f§Dalam Peraturan Daerah 1ni yang dimaksud dengan"lfé,}fff7 “

;fDesa adalah kesatuan masyarakat hukum" yang mem1- ; ,_;a
‘1iki  kewenangan untuk mengatur dan  .mengurus . o -

V77?kepent1ngan masyarakat setempat berdasarkanf asal .-

~~.'usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam -
V¢181stem Pemerlntahan Na31onal dan berada dx“
e patennKaranganyar,;,f~“»
,115Kelurahan vadalah - w1layah ker;a Lurah '

- ‘Perangkat Daerah;

“};Perwak1lan Desa yang - selanautnyaf

 mengayomi adat istiadat,. ‘membuat Peraturan Desa,m'

Kabu-

f%Pemerintah Desa adaiah Kepala Desa dan  Perangkatfjg[;~ff

. e 1Sebut [ji ff;
“BPD ! ‘adalah Badan ‘Perwakilan yang : terdiri ‘atas- -
‘fpemuka«pemuka masyarakat di desa yang berfungs1‘<”‘

“**menampung ‘dan . menyalurkan asp1rasi masyarakatf 

. raan Pemerxntahan Desa'»?’<“

‘Kar angany ar; 5

“-sertal ‘melakukan pengawasan terhadap penyelengga—;ail>“ o

?TCamat adalah Kepala Kecamatan nd1 Kab patenliv"

qu ¢Rukun Tetanggg yang selan;utnya d1s1ngkat RT

" ‘adalah lembaga kemasyarakatan yang: dibentuk wargaga“f 

;;'fsetempat, ~untuk memelihara dan melestarikanffjjﬁja'”
”G;;n11a1~nlla1 kehidupan yang. berdasarkan kegotong-
- royongan-:dan kekeluargaan serta untuk membantu;«,i;;f

’»ﬂfmenlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas peme- ~

‘“ rintahan; pembangnnan dan kemasyarakatan di Desa/ifi““;

: iéﬁKeIurahan,; men1ngkatkan peran serta masyarakatf;=v"”°

’fdalam pembangunan,

. Rukun Warga yang selanjutnya d181ngkat RW éadﬂlahﬁﬂ;ﬁ

>‘7ﬁlembaga;kemasyarakatan;yangﬂdibentukMdar

ebera- -

. pa RT, dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT; . '

“QLembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang -selan-

»ijﬁperencanaan “dan - pelaksanaan ‘pembangunan:
.,ﬁ;menumbuhkembangkan w swadaya masyarakat
'“fgpembangunan, ;

. disingkat LPMD adalah Iembaga kemasyara-j’_,5¢
yang dibentuk warga desa yang bersangkutanr;g”;,,_
embantu Pemerintah Desa /- Kelurahan‘:dalamgji~ e
serta T
dalam;7315>’

.. Pembinaan’ Kesejahteraan Keluarga yang’selanjutnyaff‘}fﬁj,.

_ 1,{d1s1ngkat ‘PKK ‘adalah lembaga kemasyarakatan» yang_jf5zif,;
'f.berbentuk organ1sa81 wanlta ‘yang merupakan.  gera-

- kan | untuk menlngkatkan pemb1naan ‘kese jah eraanff3
gkeluarga, ' :

ibjLembaga PefSatuan Pemuda yang. selangutnya,dis1ng—iff;g g
- kat  LPP. adalah lembaga kemasyarakatan yang: ber- -

ywﬁh_bentuk "organisasi pemuda yang - merupakan’ wadah .

airakatan.

f‘berh1mpun potensi pemuda dalam upaya. pemberdayaanugfggﬂﬁ&i
pemuda . untuk mendukung pembangunan dan kemasya—1 ;rqy»m.



. BAB {115 3
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Pasal 2

- ‘Latar belakang pembentukan, Lembagav'KemASyarakatan'

adalah .

‘,_r’ :
1

"a. Untuk meme11hara dan 'melestar1kan n11a1 nila1r

‘kegotong-royongan, menumbuhkembangkan peran serta.

masyarakat secara optimal guna membantu - kelan-

.- caran . penyelenggaraan pemerlntahan,' pembangunan
.‘dan pemblnaan kemasyarakatan secara leblh berdaya'

"~ . guna dan berhasil guna.
'b. Untuk membantu. pemerintah dalam rangka meningkat—{

':kan pemberdayaan masyarakat.ph

Pasal 3

_‘TuJuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah ’
auntuk: menlngkatkan peran serta masyarakat dalam :
. }pembangunan,,'membantu kelancaran penyelenggaraan,s: -
.~ pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta -
S mencxptakan kond1s1 d1nam1s “untuk pemberdayaan
QmasYarakat - ERRIE B S e AL N

Tﬁygffﬂ*' £ |
L BAB 111‘;
o |

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4 U:Q

H‘ (1) Lembaga Kemasyarakatan yang dlbentuk d1 Desa  /1; -

J_Kelurahan adalah -
“.a. Rukun Tetangga (RT)
b. Rukum Warga (RW). -

c. Lembaga Pemberdayaén Masyarakat Desa (LPMD) ;*-M“,j~

:lvd: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
. e. Lembaga Persatuan Pemuda . (LPP) Pl -
S B Lembaga-lembaga 1a1n qesuax kebutuhan..,,tlray

'(Z)APembentukan lembaga kemasyarakatan' sebagalmana*k

- dimaksud ayat (1) Pasal ini di Desa d1tetapkan'i

B dengan Peraturan Desa dan di. Kelurahan ditetap-

- kan - dengan Keputuqan Lurah setelah mendapat
: persetuJuan Camat. e -
» ‘

‘f(3)7Pemer1ntah Daerah dan Pemer1ntah Desa/Kelurahan

~. wajib: ‘melaksanakan pemblnaan dan pemberdayaan’
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana -~ dimaksud . -
ayat’ (1) Pasal 1n1. SRR e e

' ”((4)‘Mekanisme pemblnaan dan pembérdayaahf‘lémbaga: 
w ’kemasyarakatan sebaga1mana .dimaksud ayat  (3)

_,;’Pasal, ini akan diatur lebih lanjut - dengan
‘jKeputusan Bupat1.. T TN TR S S A




. RS T

Bagian Pertama

Rt Rukun Tetangga,? o

.:f,;RT dzbentuk dar1 penduduk DeSﬂ‘%)Mkkéiﬁféhénfi5;@l!1 ‘
**;setempat sekurang-kurangnya 20 “(dua - “puluh)

 ﬂ.Pu1uh)' epala Keluarga-¢,f

'°*fq:yang'd1hadir1 oleh Kepala Desa e Kelurahani

‘J'?‘Vf,(l) Yang
: ,-wargaAFRT setempat dengan syarat syarat

irKepala:Keluarga dan sebanyak- banyaknya 60 ( enam'vijffﬁ

F;Pembentukan RT - dllakukan oleh’ warga setempat f,f,*

‘VfSusunan‘pengurus RT- terd1r1 dar1 Ketua, Sekretarls,ff7fufi.,
Bendahara*“dan beberapa seksz sesua1 dengan kgbutu—’{i""5‘

apat d1pi11h menJad1 pengurus _RT. adalah(7N ,h-ﬁ
”sebagale,rg-.

f‘?:faLfSet1a ‘dan taat: kepada Pancasxla dan Undang  fjfﬂf #7

.7 .Undang Dasar’ 1945, St i
'kb,_Dapat membaca dan: menu11s huruf 1at1n,,_t
c

“1ima) tahun,

" tus-putus di Desa’/ Kelurahan setempat; -
1-fe;_BukaniPerangkat Desa / Kelurahan setempat

fYang

‘‘‘‘‘‘

. Berumur - sekurang—kurangnya (dua : puluh«f,ff¥5

vadi'TeIah bertempét t1ngga1 tetap sekurang—f ;ff ;J
'~7~Tkurangnya 6 (enam) ‘bulan- dengan tldak terpu—fy,WU"“

apat mem111h pengurus RT adalah warga RTfiﬂvf

-“gLisetempat dengan ketentuan telah berstatus seba—i {;;V"“

~ayat |’ ﬁd

  f2;anng~bersangkutan yang telah dewasa.v;

"~’Rukun Wargaff:f*

  %Set1ap RW ‘tépﬂirl dar1 sekurang-kurangnya

 «:iPembentukan  RW dllaksanakan oleh pengurusagL
‘r}setempat yang d1had1r1 oleh Kepala Desa \
QLKeIurahan.* N : T

Pasal 9

»;,,Q’Susunan pengurus RW terd1r1 dari Ketua, Sekretar1s,fgi
' '5’,Bendahara dan beberapa seksx sesua1 kebutuhan.;a o

, ééﬁagélmaﬁa“}ﬁiﬁakShdf  ? f'
H »?:Pasal “ini berhalangan, maka ~dapat -~
J[dlwakllkan kepada salah satu anggota keluarga;i_A,"’




@
¢

o
*,gj,(z)

;:b.
L /" ‘, C c'
= : do

;;(1)

v 5Yang ﬁdapat/dipllih menjadx pengurus
oo warga RW
~‘[ter§ebut“

“‘;pengurusy

C(4)
‘wﬁ;s~yang bersangkutan ‘harus® melepaskan'
'i,sebagal Ketua RT.fyiwg;Q :

Kepal
@

»_~ﬁLurah setelah mendapatkan persetuJuan Camat'

“Suqunan‘pengurus LPMD terdlri darl”

fijsyaratan sebagal berlkutj

‘}f;ﬂ'gRW dan Kepala Dusun/L1ngkungan,;a;;

RW adalahf;ﬁ{}:"f
setempat dengan persyaratan sebagaxmana,,*ﬁgiﬂf
;Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini. =

Pengurus;RW dip111h oleh pengurus RT.QV,"'V’NKTFW’

Pengurus seksi-seksi RW. tldak boleh dlambil darlj_,f'“

sekS1—sek31 RT.,

'Ketua RT yang terpxl1h menJadl Ketua - RW, ﬁéka f5f;?7f
kgdu@gkannya ; RN

Bagxan Ket1ga
s?Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal

'LPMpfdlAentukbdi tingkat Dé_ai/ Kelurahan.

Pembentukan LPMD d1 ‘Desa dllaksanakan oleh§j5 ”"“

:Desa setelah mendapatkan persetuguan‘BPD.;gﬂ'“‘

Pembentukan LPMD di Kelurahan dzlaksanakan

Pasal 12

1 (satu) orang Ketua.,¢5;~

2 (dua) orang Wakil Ketua.
1 (satu) orang: Sekretaris. .7
1 (satu) orang ‘Bendahara, '
Seksi;seksi sesuai kebutuhan. :

Yang dapat dip111h menjadl engurus(LPMD adﬂlahfﬁfj-  ff
fpenduduk Desa'/ Kelurahan setempat ‘dengan- g

Pasal 13‘

Set1a dan taat kepada Panca81la
“Undang Dasar 1945; :
”ﬂBerpend1d1kan 'serendah rendahnya
,wsederagad atau} berpengalaman
yjkemasyarakatan, Lt

.- Berumur:: sekurang-knrangnya 25
~ﬁ11ma) tahun, oy B
.-Sehat" jasmani.dan rohan1,5ﬂ
j»Berkelakuan ba1k 'JuJur,
jiberwibawa, S : : SRS ROl Tl S
‘,Telah bertempat tinggal tetap sekurang-;f;x"
;Zkurangnya 6 ‘(enam) bulan dengan’ tidak " ‘terpuawwg
,tus putus’ ai Desa / Kelurahan' setempat,:,»
_Bersedia dipilih menjadi pengurus. 'LPMD; "~ . . ;
gBukan Perangkat Desa / Kelurahan setempat.~'*3‘«>'

SLTP 'atéu;fﬂfréj"

di

adll ’ :

Pengu&us LPMD d1p1l1h oleh pengurus RT, pengurusf;u}jjvfﬂ




(1) PKK

’fc Bagian Keempat

‘;,Pemb1naan Kesegahteraan Keluarga

Pasal

! Desa dibentuk OIeh Kepala Desa Setelah

i“7ﬂ” mend&p&tkan persetuguan BPD.ﬁ; s

' ﬁ*[patkan persetUJuan Camat

',PKK Kelurahan dxbentuk oleh Lurah setelah menda—ftﬁw 

 fSusunan» Pengurus PKK Desaﬁ/? Kelurahan féf&i}{;}:&7;» )
dari | Ketua, Wakil Ketua, ‘Sekretaris; Bendahara,t-“*‘”’

C”f77dan Pokja—pok;a sesuai kebutuhan.vfiw*:‘”“i

"f}jkepengurusan PKK. Dusun, RW dan. RT

;;;afgayat (2)  Pasal
'g@.jkepengurusan PKK angkungan, RW dan RT.

ifgj?ketentuan sebagai berlkut

:f{;a;&Pengurus7

,'Pembentukan l PKK Desa : sebaga1mana Efdiﬁéﬁéﬁd;f;ﬂViffF
_ayat | (1) ‘Pasal ini’ dllengkapl dengan isusunanﬁj P

'ﬁ'Pembentukan PKK

ini d1lengkap1 dengan susunanﬂf

i N

~Pengurus PKK d1susun atas dasar pem111han denganri~;

F

: 4ijKK RT dlplllh dar1 dan
- anggotaj' ' -

,v{b;ipengurus PKK RW dlpllih oleh peﬂgurus PKK RT,i:?’x

‘f”f: d;QPengurus PKK Desa_/AKelurahan

: ;?fmendapatkan persetuguan BPD.

ffSusunan,
o dan- Seksl -seksi sesuai kebutuhan. 

””7fPemben ukan g
Cayat (1) Pasal 1n1 dxlengkapl dengan'

" c. Pengurus PKK Dusun /. Llngkungan d1p111h olehf_)ligfff
" pengurus PKK RWj = : i e .

"¥pengurus PKK Dusun / L1ngkungan. fuf"”"

;T;Baglan Kellma L
;Lémbaga Persatuan Pemuda,

Pasal

“LPP ‘Desa dlbentuk oleh Kepala Desa’fégqeféﬁf

;‘ LPP Kelurahan d1bentuk olethurah setelah menda—l
’.'patkan-persetujuan Camat._ “f,.v S

: Pengurus LPP Desa /- Kelurahan, terd1r1 fj‘_, o
~ . ‘dari Ketua,  Wakil- Ketua, Sekretar1s, Bendaharatff5 ;

LPP Desa sebagaxmana d1maksudf}ﬂx,jf*
‘;susunan;ﬁ&

%;kepengurusan LPP Dusun/RW,g;iywﬁ_“.

Um ﬁPembentukan LPP Kelurahan sebagalmana *d1maksud "*

'ﬁng]ayat (2) Pasal ini d11engk&p1 denganﬁ

“5i ketentuan sebaga1 ber1kut

susunanff ff?>ﬁ

“1Zkepengurusan LPP. angkungan/RW;

“':fPengurus.LPP dlsusun ‘atas. dasar#péﬁiiihap}déﬁéén]}f

‘ff f;;a. Pengurus LPP Dusun / Llngkungan / RW"d1p111h;_;?j=fff3

darj-dan. oleh :anggota; '

1\~“gd Pengurus = LPP Desa / KeIUfahﬂﬂ dlplllh OIEhZJLiA‘

pengurus LPP Dusun. / Llngkungan / RW‘ ,,
h e R v




-v ﬂ@;,f_; S ',I BAB 1v o
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan sebaga1mana dlmaksud Pasal -4
: Peraturan “Daerah “ ini- merupakan mitra Pemerintah
"'Desa 7 Kelurahan dalam aspek perencanaan,. pelaksa- =
".‘naan dan pengenda11an pembangunan yang bertumpu pada*“ :
“masyaraka : : P

; e LU B S : R
9

..;

Pasal 7Q“ﬁff*

© (1) RT sebagalmana d1maksud Pasal 4 ayat (1) huruf a:‘

’Peraturan Daerah 1n1 mempunyal tugas_:',;_,,

7_?a;*Melaksanakan pen1ngkatan gotong royong danV
L  7kerukunan warga; I
,bJ\Melaksanakan peningkatan peran serta masyara— -
kat, “dalam ‘pemerintahan, - pembangunan danq’
. 'pembinaan kemasyarakatan; - . L
. c:“Membantu terc1ptanya ketenteraman dan keter—»f
. tiban - dalam rangka menunjang stab111tas!'
r"na31onal,_”" .
d. Menjembatani hubungan antar ‘sesama - anggotaﬁf

: masyarakat, 'dan - antara vanggota masyarakat
o ;dengan Pemerlntah Desa / Kelurahan.‘ﬂ;sﬁ;u:» v

"'“9(2)'Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksudQJI:'*

_»ayat (1) Pasal 1n1 RT mempunyal fungsi

ja;*Pemblnaan n11a1 n11a1 gotong royong,‘ keke-:
. “luargaan'dan kerukunanj - o
h‘b!'Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat:l
- dalam pembangunan; - : ~ .
.¢. Melakukan koordinasi dalam rangka menc1ptakan&,
:“:ketenteraman dan ketertiban d1 masyarakat o

Pasal 18

7»3(1) RW sebagalmana d1maksud Pasal 4 ayat (1) huruf b;"’
. Peraturan ' Daerah ini mempunya1 tugas mengkoorf g :
dinasikan' tugas dan " fungs1 RT d1 syyangjh e

 ‘bersangkutan.

' ‘(2)3Untuk Emelaksanakan tugas Sebagaihana kdimaksude_
. ayat (1)'Pasal ini RW mempunyai fungsi koord1na-‘;L_\
si pelaksanaan tugas dan fungs1 RT di RW yang~*“

vfbersangkutan. f"

i

z 1pasa1,<1gi>
N 1 vi”' " : .

(1)'LPMD sebaga1mana dlmakSﬁd Pasél 4 ayﬁf‘ (IY;

,~a{1Membantu Pemer1ntah Desa / Kelurahan dalam{v -

. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; - -
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam[ﬁ
‘ pembangunan; '

c. Melaksanakan peﬁ;ngkatan & ~.pemb9rdayaan‘%*'

‘masyarakat.




1

(2) Untuk melaksanakan tugas-’sebagalmana dlmaksud L
ayat (1) Pasal ini LPMD mempunya1 fungs1,:n“ o
a. Menampung asp1ra31 masyarakat dalam rangka

‘ membantu ' Pemerintah Desa / Kelurahan dalam:

- -~ perencanaan. dan pelaksanaan pembangunan, o
-~ b. Melaksanakan - “koordinasi . dalam _ rangka

‘; men1ngkatkan peran serta masyarakat dalam o

. ‘pembangunan; = 5
ic,’Melaksanakan koordina31 dalam rangka pember-f=
¥£dayaan masyarakat..‘ T -

T R S
[ A

"ﬂﬂ?:j;ﬂyfiiiii Pasal 20

‘,;fPKK sebaga1mana d1maksud Pasal 4 ayat (1) huruf d .
: ,i,Peraturan Daerah ini tugas. dan fungs1nya berpedoman’
S pada program PKK Nasional.,. e

Pasal 21

< g(1) LPP »sebaga1mana dlmaksud Pasal 4,=ayat (1),
N huruf e Peraturan Daerah 1ni mempunyal tugas.:jj;v*

*a.’Men1ngkatkan persatuan ‘dan’ kesatuan pemuda,) L
b. Membantu ‘Pemerintah Desa / Kelurahan ‘dalam:

~ penye1enggaraan pemerlntahan, _ pelaksanaan;»*'k‘”

_pembangunan dan kemasyarakatan,,{,rr .
- c. Membantu  Pemerintah Desa / Kelurahan : dalam»*
*"bxdang ketenteraman dan keamanan.;_g“yy S

'ff(2) Untuk’fmelaksanakan tugas. sebaga1mana d1maksud .

'_ayat (1) Pasal ini LPP mempunya1 fungs1

"fa. Pelopor pembangunan dan pembaharuan dl Desa /"
. Kelurahan; . - ~
x,b Pemblnaan persatuan dan kesatuan pemuda.n
Pasal 22_f

.3 Téfa§  ke}jé?fiéﬁbagar,.kemasyarakafan’.*éébaééimqné _
“ dimaksud . Pasal 4  ayat (1) -Peraturan -Daerah ini -
o diatu:vlebih:lanjut“dengan_xepuyusan}Bupati,__“juu -

LT BAB v | |
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23’“707

: »Lembaga Kemasyarakatan sebaga1mana d1maksud Pasal
7 ayat- (1) Peraturan Daerah 1n1 berwenang : o

w}ﬂa.'Menyerap dan menyalurkan asplras1 masyarakat, :
j-b, Melakukan: ' kegiatan-kegiatan yang. berhubunganv,-

‘dengan’ upaya pemberdayaan | masyarakat _:seeuai_¢

3 :‘Nperaturan perundang-undangan yang berlaku; =
e, Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka. mening-L

katkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.f"



S Pasal 24

if;ayat (1) Peraturan Daerah in1 mempunya1 hak

- pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;

*»,31k11m1yang seJuk aman dan dama1.3.~

R

Pasal

J‘;Lembaga Kemasyarakatan sebagalmana dlmaksud Pasa!

: a 5kerukunan hldup dan kegotong“royongan[Vf
LA WaTBaS S
jb;#Melaksanakan keputusan musyawarah angSOta,“ﬁ

Syang. . d1anggap perlu ‘kepada Kepala Desa / Lurah”f

o :“‘untuk mendapatkan penyelesaian;
4. Tkut serta meningkatkan keseJahteraan warga,,;

Pasal 26

?fMasa bhakt1 Lembaga Kemasyarakatanri sébagaimdnaf7*
,eﬁdxmasud Pasal .ayat . (1) ‘Peraturan Daerah ini

BAB VI'Qflfb"'

“LKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

}#QSelambat 1ambatnya 2. (dua) tahun seJak diundangkan-ff
‘anya Peraturan Daerah ini lembaga kemasyarakatan yang-

3

BAB VII

‘?} KETENTUAN PENUTUP f.”ff*ﬂ'

Pasal

; ,Lembaga Kemasyarakatan sebagazmana d1maksud Pasal 4:i&;¢u_u

o a. Menyampaikan Sﬁran dan i pertlmbangan ﬁikepada*ffﬁ““’
xwu,Pemerlntah Desa. / Kelurahan mengenai hal~hal yang
‘,berhubungan dengan kelancaran tugas pemerlntahan,"”

- b Membantu terciptanya kehidupan. yang dlnam1s dél#mﬂ;f ﬁ¥"~}

?ayat (1) Peraturan Daerah 1n1 mempunya1 kewajlban:g f:jf~1

f?};c;fMelaporkan ‘hal-hal _yang terjadi  di masyarakat' ¥“f3 |

- ‘e. Membantu. ‘merencanakan dan melaksanakan pem—j”ﬁf, e
”tﬂbangunan d1 Desa / Kelurahan yang bersangkutan.; I

 ;561ama 5 (llma) tahun terhltung seJak d1tetapkan.‘ ;{u,g]f]4

~telah- ada harus dlsesua1kan dengan Peraturan ‘Daerahtf*!“

;~Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka kétgnff;{fff
" tuan. yang: bertentangan dengan’ Peraturan Daerah ini-o o

ybﬂ‘i i} dxnyatakan t1dak berlaku lagl'ei*f"j.

Pasal

ifHaI hailyang belum dxatur dalam Peraturan Daerah inioo

S ‘sepanjang mengenai “pelaksanaannya akan dlatur 1eb1h t fﬂf-A‘

ffﬂlangut dengan Keputusan Bupat1.“u3€;V5




; B ’ ‘: < i
“—z’ P : !
N, A a ° i '
O g
b e Sions
i Pasal 30

. Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal
{d1undangkan C R » . ; B e Nt
*Agar set1ap orang dapat mengetahu1nya, memerlntahkan

pengundangan = Peraturan “Daerah ini - dengan - = .

' .penempatannya. ”;dalam'MLgmbaran;v[Daerah Kabupaten'*"

> Karanganyar I e e e S T

‘ 'Ditétééfan”dl Kdrahganyaf”u

D1undangkan d1 Karanganyarﬂly “5i
~ pada ta ;gal 7 Maret 2000 Co

?’5

),“ %, : : : - '
K‘LEM;’LfﬁﬁiAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2000 NOMOR 26 SERI D 26
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I.

II.

'PENLLLﬂoﬁN

RQTURAH DAERAN RABURATEN }QRQMGQNYQR~
S NOMOR - 11 TaHUM 2000

o  TENTANG

PEMBEHTUKﬁNkLEMFQGQ KEMASYARARK ATHH DI DE“Q / RELURAMAM

i
[
13

PENJELQSQN UMUM

Dalam ranykd‘ meningkatkan partisipasi  masvarakat dalam
emerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kem masyara-
ﬁatdn serta memslihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan
, kekeluargaan, menlngﬁdtxan pemberdavaan  masvarakat, maka di
Desa / uelur“hdn pﬂrlu uionntuf lambagd hemaajqralaran. ‘

L@mbaga V“ma“WdfaJa“an yang dapat dlb@ntuk antara lain
Rukun  Tetangga, Rukun Warg ga, Lembaga  Pemberdavaan Maavarahat
‘Desa, Pembinaan }Gw“Juhtetﬂdh Keluarga, Lembaga Persatuan Pemuda

- dan lcmbaga !wmxfylrwkdtan 1a1nnya vang dibutuhkan Pam@rintah

'D“”a / ¥elurahan ﬂxl masvdrahdtny

i B@rdasarkan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Hegeril Nomor
&40 tahun 1999,tantang Paedoman Umum Pengaturan Mengenai Dasa,
pengaturan  lebih @ lanjut mengenal  lembaga Pcma,varﬂhdtan'idi
Desa / Awlurﬂhdﬂ dldLUI d&lam Paraturan Daerah.

PEHJELASQN UQQGL DEMI PﬁJM
Pa$a1 1o Pukup je ldw-
asal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas. » ,
Pasal 4 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
' o huruf b @ Cukup jelas.
huruf ¢ = Cukup jelas.
huruf o @ Cukup jelas.
huruf e @ Cukup jelas. o :
huruf f @ Yang dimaksud lenbags sesual Kebu-~
; tuhan antara lain lembaga pemnber-
L i dayaan kehidupan keagamaan.
avat (2) @ Cukup jelas. :
ayat (3) @ Cukup jelas.
- avat (4) o Cnﬂup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal &6 @ Cukup jelas.
Pasal 7 = Cukup'jxlgg;
Pasal 8 1 Cukup jel@g.
Pasal 9 = Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup‘jel@s.
Pasal 11 : Cukup Jjelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 1% : Cukup jelas.
CPasal 14 @ Cukup jelas.
Pasal 15 @ Cukup j@l@s.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 17 :;Cukup‘jele,
Pasal. 18  Cukup jeslas.
Pasal 19 @ Cukup jelds.
Pasal 20 @ Cukup j@lqs_
Pasal 2L : Cukup jelas.
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Cukup, jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
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